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Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penclitian dan Pengembangan
" Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia .
No. 3574/G4/K1L/2009 Tanggal 2009
Tentang Nomor Pokok Sckolah Nasional
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_ Diberikan Kepada :
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| J1. Al Athas Desa Bulu
Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur
SK Ijin Penyelenggaraan : 421.9/207.PAUD/412.40/V/2011
Tanggal SK Penyelenggaraan : 20 Mei 2011

Bojonegoro, 14 Januari 2016
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FEMERINTAN KABUPATEN BOJONEGE

Membaca

Menimbang :

Mengingat

KEPUTUSAN KEVALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor 421,90 163.PAUD 1 412.42 1 X111 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Surat Permohonan ljin Penyelenggaraan Pendidikan Ange Jsnia

YAYASAN PENDIDIKAN MANBAUL ULUM
Selaku Pimpinan / Pen-elenggara Pendidixan Anar Usia D
Namalembaga  PAUD " DARUL HIKMAH *
Nomor 03/YS.MU T X112008
Tanggal 3) OKTOBER 20038
a Bahwa berdasarkan :acoran Tim Feniiti/ Penila
Tangaal 17 NOPEMBER 2008

Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Znax Usiz

dapal diberikan ijin.

b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalzn

ketentuan hokum Peraturan Perundangan yang berizku

1. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tsntang Sistem Pendidixan Nz

2. Undang Undang Nc.22 Tahun 1999, tentang Pemerintzhan
3. PP.No.73 Tahun 1901 lantang Pendidikan Luar Sekolzh
4. PP. No.27 Tahun 1890, tentang Pendidikan Pra Seko'zh

A

5.Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15

Kedudukan, Tugas susunan C.ganisast dan Tata Kerja Depa

6.Kepulusan  Menter  Pendayagunaan  Aparatur
81/M.PAN/3/2001, Tqi.19 April 2001 Tentang Organisasi
Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda

7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 051/0/2001 Tg

+fentang Organisasi Tala Kerja Dweklaral Jenderal PLSP (D

Pendidikan Anak Usia Dim )

dalam Sistem Pendidikan Nasional
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Dipindai dengan CamScanner

St~

8.Peraturan Pemerintah nlo 39 Tahun 1992 tentang Peransena Masyarasa:



MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama . Memborikan jin Penyelonggaraan Pondidikan Aniak Usia Dini pada
Nama Lembaga © PAUD DARUL HIKMAH
Alamat . D3.BULY KEC.SUGIHWAFAS
" Jenis Pendidikan . KELOMPOK BERMAIN

. Nama Penyelenggara : ACHMAD MACIHSUN,MS
Organisasi Penyelenggara : YAYASAN MANBAUL ULUM
Kedua  ljin Penyelenggaraan terscbul pada pasal Pertama berlaku lerhilung mulai
tanggal 18 NOPEMBER 2008 sd 17 NOPEMBER 2010

Keliga 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikién rupa
sehingga dapal memenuhi fungsi social terhadap rhasyarakal.
2Wajib menlaal peraturen perundangan yang berlaku atau yang akan
ditentukan kemudian

3.Wajib membua laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan
format yang ada

4.Wajib mengajukan permohnnan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hair sebelum ijin berakhir

Keempal - Keputusan i berlaku scjak langgal ditelapkan, apabila dikemudian hari

ternyala lerdapal kekeliruan dalam kepulusan ini akan dibetulkan sebagaimana
meslinya.

Ditetapkgn di : Bojonegoro
Pada Tql - 18-11-2008
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. PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
~ l DINAS PENDIDIKAN
JI Patimura No. 09 Telp (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO
Nomor : 800/ ¢ 03,72 /41220112017

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang ©a. Bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program peruasan akses layanan Pendidikan fnsr Usia
Dini (PAUD) maka dipandang periu adanya suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

b. B‘ahwa sehubungan masa izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) felah fistrs
dipandang perlu adanya perpanjangan izin operasional;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menelapkan keputisan kegyals
dinas pendidikan tenlang perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebul telah habis masa
berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD sesuai dengan
Peraturan Perundangan yang berlaku
Memperhatikan :  Surat permohonan perubahan izin pendirian satuan Pendidikan Anak Usla Dinl ( PAUD ) dari :

KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN MAMBA'UL ULUM SALAFIYAH

selaku pimpinan /penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )

Nama Lembaga - KELOMPOK BERMAIN “ DARUL HIKMAH “

Tahun Berdiri : 2008

No. SK Izin Pendirian : 421.9/163.PAUD/412.42/X1/2008

Nomor Surat : 20/KB.DH/I/2017

Tanggal Surat : 21 JANUARI 2017

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, lenlang Sistem Pendidikan Nasional,

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro;

Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Intregatif;
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

. Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD,;

0. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Mengingat

s wro =

Som~N>

Menetapkan ;

Pertama . MEMBERIKAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD):
Nama lembaga - KELOMPOK BERMAIN “ DARUL HIKMAH “
Alamat : DS. BULU KEC. SUGIHWARAS

Jenis program : KELOMPOK BERMAIN
Organisasi penyelenggara : YAYASAN PONDOK PESANTREN MAMBA'UL ULUM SALAFIYAH

Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai

Kedua
dengan adanya pencabutan izin.
Ketiga © 1. Wajib menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosia!
terhadap masyarakat. ‘ ‘
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan formal yang ada.
4. Pencabutan pembaharuan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD
sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasi

evaluasi, .
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan Ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya. . '
Ditetapkan di  : Bojonegoro
© G April 2017

Keempat

A BDinas Pendidikan
fl, Rojonegoro
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